
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Provinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi 
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan 
Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan (Lembaran Neg::ira Republik Indonesia 
Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3569); 

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang 
Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak 
Atas Tanah dan Bangunan(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3988); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah 
Nomor 4 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2013, 
per1u ditetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran 
Anqqaran Pendapatan dan Belanja Oaerah Kabupaten 
Rembang Tahun Anggaran 2013; 

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati. 

BUPATI REMBANG, 
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PERATURAN BUPATI REMBANG 
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TENT ANG 
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2013 
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5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Siste,m 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ); 

9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahur. 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Oaerah (t.embaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan l.ernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 
5234); 

13 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang 
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) 
sebagaimana telah beberapa kali diut:ah terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentanq 
Perubahan Keempatbelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 
24); 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4712); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

17. Peraturan Pemarintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4574); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4577); 

21. Peraturan Perr.erintah Nomor 58 Tahun 2005 tentanq 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

22_ Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentanq 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

r 
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110.867.345.000,00 
734.617.850.000,00 

Rp 
Rp 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang 
Tahun Anggaran 2013 terdiri atas: 
1. Pendapatan 

a. Pendapatan Asli Daerah 
b. Dana perimbangan 
c. Lain-lain pendapatan daerah 

yang sah Rp 262.592.783.224,00 
Jumlah Pendapatan Rp 1.108.077.978.224,00 

Pasal1 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG 
TAHUN ANGGARAN 2013 

MEMUTUSKAN : 

r: 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah {Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Alas Peraturan 
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara I Oaerah {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah {Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

27. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Pengesahan. Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan 
Perundang-umlangan; 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor ·13 Tahun 
2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 
46, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang 
Nomor 61); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 
2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran 
Oaerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 99 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 
72); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 
2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2013 {Lembaran 
Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2012 Nomor 4). 

- . 
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Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Rembang yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati lru 
dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan 
kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 
yang berlaku. , 

Pasal4 

Peruabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Rembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam 
Larnpiran 11, Ill dan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

2. Belanja 
a. Belanja Tidak Langsung 

1) belanja pegawai Rp 627.627.141.224,00 
2) belanja bunga Rp 37 .OOG.000,00 
3) belanja subsldi Rp 723.000.000,00 
4) belanja hi bah Rp 40.055.995.000 ,00 
5) belanja bantuan sosial Rp 6.342.338.000,00 
6. belanja bagi hasil Rp 0,00 
7) belanja bantean keuangan Rp 33.840.750.000,00 

.. 8) belanja tidak terduga Re 1.000.000.000,00 
!'.' 

Rp 709.626.224.224,00 

b. Belanja Langsung 
1) belanja pegawai Rp 59.279.640.200,00 
2) belanja barang dan jasa Rp 168.454.345.470,00 
3) belanja Modal Re 184.417.658.330,00 

Rp 412.151.644.000,00 

Jumlah Belanja Rp 1.121.7n.a68.224,00 

Defisit (Rp 13.699.890.000,00) 

3. Pembiayaan 
a. penerirr.aan Rp 18.954.890.000,00 
b pengeluarar Re 5.255.000.000,00 

Jumlah Pembiayaan Netto Rp 13.699.890.000,00 

Sisa lebih pembiayaan anggaran 
tahun berkenaan Rp 0,00 

- \ 

Pasal2 
Ringkasan Penjabaran APBD Kabupaten Rembang sebaqaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasaf 3 
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Salinan sesuai dengan aslinya 

H. MOCH. SALIM 

ttd 

BUPATI REMBANG, 

Oitetapkan di Rembang 
pada tanggal 21 Desember 2012 

r 

mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
dengan penempatannya dalam Serita Oaerah 

Agar setiap orang 
Peraturan Bupati ini 
Kabupaten Rembang. 

PasalS 
Peraturan Bupati ini mulai bertaku pada tanggal 1 Januari 2013. 



Halaman 1 

H. MOCH. SAUM 

Ttd 

~!inan sesual dengan aslinya 
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BUPATI REMBANG 
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0,00 

tJ.699.890.000,00 

18.954.SSO.OOO,IJO 
18.954.890.000,00 

S.255.000.000,00 
5.200.000.0CO,OO 

55.000.000,00 

1.000.000.000,00 
412.151.644.000,00 
59.279.640.200,f'lO 

168.454.145.470,00 
184.417.658.330,00 
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37.000.000,00 
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40.055.995.000,00 
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24.002.000.000,0'l 
23.871.796.000,00 
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Si.487.443.200,00 
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SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHIJN BERKENAAN 

PEM~lAYAJ.N NETTO 

PEMBIAYAAN DAERAH 

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 

Sisa Lebth PerMungan Anggaran Tahun Anqgaran Schcl11mnya 
PENGEtuARAN PEMBlAYAAN DAERAH 

Penyertaan Modal (lnvestasi) Pemerintah Daerah 
Pembayaran Pokok Utang 

BELANJA 

BELANJA TIDAK LANGSUNG 

Belanja Pegawal 
Belanja Sunga 
BelanJa SUbsidl 
BelanJa Hibah 
Belanja Bantuan Sosial 
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provmsi/Kabupaten/Kota. Pemenntahan Oesa 
dan Partal Polltlk 
Belanja Tldak Ten.luga 

BELANJA LANGSUNG 

Belanja Pegawal 
Belanja Barang dan Jasa 
Belanja Modal 

PENDAPATAN 

PENDAPATAN ASU DAERAH 

Hasil Pajak Oaerah 
Hasll Retnbusl Daerah 
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Diplsahl<an 
Lain-lain Pendapatan Asll Daerah yang ~h 

DANA PE.RlMBANGAN 

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pa.iak 
Dana Alokasl Umum 
Dana Alokasl Khusus 

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YAN:i SAH 

Dana Bagi Hasll Pajak Dan Provtnsl d.ln Pemenntah Daerah Lainnya 
Dana Penyesualan dan Otonomi Khusus 
Bantuan Keuangan Dari Provins! atau Pemerintah Oaerah Lalnnya 
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URAIAN NOMOR 
URUT 

JUMLAH 

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG 

RINGKASAN PENJABARAN APBD 
TAHUN ANGGARAN 2013 

LAMPIRAN I : Peraturan Bupati Rembang 
Nomor 47 Tahun 2012 
Tanggal : 21 Desember 2012 


